FSALINAN ]

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/219/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN
TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan,
maka perlu mengesahkan Laporan Keuangan
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Daerah Lamongan Tahun 2019 dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13795);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2019 Nomor 6).

Perhitungan Laba Rugi Periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2019 dan Neraca Per 31
Desember 2019 (Sesudah Audit), tanggal 31
Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah
Lamongan Tahun 2019 sebagai berikut :
a. neraca
- aktiva/pasiva Rp375.583.026.468,00
- simpanan Rp309.971.184.451,00



KEDUA

b. perhitungan laba/rugi

- pendapatan
- biaya
- laba

Keputusan ini mulai
ditetapkan.

Rp64.728.024.119,72
RpS59.665.938.670,72
Rp3.011.689.949,00

berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Juni 2020

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten

2.
3.

Sdr.
Sdr.

. Sdr.

Sdr.

. Sdr.

Lamongan;

Inspektur Kabupaten Lamongan,;
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;

Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;

Direktur Perusahaan Umum
Daerah BPR Bank Daerah
Lamongan;

Dewan Pengawas Perusahaan
Umum Daerah BPR Bank Daerah
Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\—

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




